
RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA   
Registrasi Nomor  26/PUU-VII/2009 

Tentang 
UU Pemilihan Presiden & Wakil Presiden 

“Calon Presiden Perseorangan” 
 
I.    PEMOHON   

 Sri Sudarjo, S.Pd, SH, selanjutnya disebut Pemohon  
    

II.    KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI : 
Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan, bahwa  
ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan 
Wakil Presiden adalah : 
⌧ Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji 
undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa 
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-
undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan 
tentang hasil pemilihan umum”. 

⌧ Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi ”menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 

 
III.   KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) 

Bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU MK) , agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima 
sebagai pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 
1945, maka orang atau pihak dimaksud haruslah;  
a. menjelaskan kedudukannya dalam permohonannya, yaitu apakah yang sebagai 

perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan 
hukum, atau lembaga negara; 

b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kedudukan 
sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-
undang yang dimohonkan pengujian 

 
Atas dasar ketentuan tersebut Pemohon perlu terlebih dahulu menjelaskan 
kedudukannya, hak konstitusi yang ada pada Pemohon, beserta kerugian spesifik 
yang akan dideritanya   sebagai berikut :  
 
Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak 
dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-
undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Presiden dan Wakil Presiden. 
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RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA  


Registrasi Nomor  26/PUU-VII/2009

Tentang

UU Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

“Calon Presiden Perseorangan”

I.    PEMOHON 
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Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.


IV.      NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.


A. NORMA MATERIIL 


· Sebanyak  9 (sembilan) norma, yaitu :


1. Pasal 1 ayat (2)

“Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat”.


.


2. Pasal 8 

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”.

3. Pasal 9

“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh prosen) dari suara sah nasional dalam pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”.

4. 
Pasal 10 



Ayat (1)

“Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan”. 



Ayat (2)


”Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon”.



Ayat (3)


”Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka”.


Ayat (4)


“ Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya”..

5. 
Pasal 14 ayat (2)


“Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR”..

B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI

·  Sebanyak 9 (sembilan) norma, yaitu : 


.

1. Pasal 1 ayat (2)


Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.


2. Pasal 6A ayat (1)


Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

3. Pasal 6A ayat (2)


Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.


4. Pasal 27 ayat (1)


Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

5. Pasal 28C ayat (2)


Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.


6. Pasal 28D ayat (1)



Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

7. Pasal 28D ayat (3)


Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.


8. Pasal 28E ayat (3)


“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.


9. Pasal 28H ayat (2) 


“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.


10. Pasal 28I ayat (2)


Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

11. Pasal 28I ayat (4)


“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.

12. Pasal 28I ayat (5)


Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan peundang-undangan.

13. Pasal 28J ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU a quo Bertentangan Dengan UUD 1945, karena :

1. Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)  UUD 1945 karena menurut Pemohon pengertian partai politik dalam arti tersirat dan dalam arti bahasa berarti kelompok kumpulan orang yang berpandangan, berpikir, berkata, bersikap, bertindak, serta berbuat dengan bijaksana berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 merupakan pokok pikiran, landasan roh yang tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pasal dan ayat lainnya UUD 1945 serta tidak terlahir berdasarkan semangat privat layaknya coorporated (perusahaan) swasta/nasional maupun asing jadi partai politik dan gabungan partai politik berdasarkan Pasal 6A ayat (2) merupakan sarana partisipasi politik rakyat yang terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga mempunyai korelasi positif yang tidak saling bertentangan atau mengikat utuh antara pasal dan ayat lainnya dalam UUD 1945. 

2. Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 karena saat dan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden adalah sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebelum pemilu legislatif).


3. Pemohon mendalilkan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 karena dalam sistem presidensil di Republik Indonesia, Kepala Negara mempunyai kedaulatan yang dijamin berdasarkan legitimasi rakyat. Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih melalui lembaga perantara (DPR) dan tidak dibatasi oleh institusi parlementarian yang berdasarkan kebutuhan partai peserta pemilu melalui fraksi-fraksi DPR. Hasil pemilu yang menghasilkan DPR sejatinya tidak emmiliki korelasi secara yuridis, dengan pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden  atau dengan kata lain hasil pemilu tidak dapat dijadikan alat legitimasi untuk pengusulan Presiden dan Wakil Presiden. Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah mengacu pada sistem presidensil yang meletakkan hak konstitusional pemegang kedaulatan sebagai pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 telah melenceng dari sistem ketatanegaraan yang bersifat presidensil sehingga membuat pemaknaan ambivalen atau dualisme karena mengalami makna ganda sehingga diartikan rancuh dan bertentangan dengan UUD 1945.


4. Pemohon mendalilkan Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10  ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2),  Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 karena hanya menjelaskan tentang hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik secara kaku dengan memandang partai politik melalui tafsir yang menyesatkan dan tidak memiliki kepastian hukum yang akan berdampak deligitimasi rakyat yang mengarah pada perpecahan sebagai konsekuensi logis dari pertentangannya dengan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum

VI. PETITUM


1. Menerima dan mengabulkan permohonan seluruhnya.

2. Menyatakan UU nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

3. Menyatakan UU nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;


Atau, apabila Majelis Hakim mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.
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IV.      NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI. 

A. NORMA MATERIIL  
- Sebanyak  9 (sembilan) norma, yaitu : 
1. Pasal 1 ayat (2) 

“Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta 
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. 

. 
2. Pasal 8  

“Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan 
oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik”. 
 

3. Pasal 9 
“Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai 
Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling 
sedikit 20% (dua puluh prosen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan 
Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh prosen) dari suara sah nasional 
dalam pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan 
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden”. 

  
4.  Pasal 10  

 Ayat (1) 
“Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara 
demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik 
bersangkutan”.  
 

 Ayat (2) 
”Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain untuk 
melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon”. 
 

 Ayat (3) 
”Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan 
mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai 
Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka”. 
 

 Ayat (4) 
“ Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam 
satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau 
Gabungan Partai Politik lainnya”.. 

  
5.  Pasal 14 ayat (2) 

“Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, paling lama 7 
(tujuh) hari terhitung sejak penetapan secara nasional hasil Pemilu anggota 
DPR”.. 
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B. NORMA UUD 1945 SEBAGAI ALAT UJI 
 

-  Sebanyak 9 (sembilan) norma, yaitu :  
. 

1. Pasal 1 ayat (2) 
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang Undang Dasar. 
 

2. Pasal 6A ayat (1) 
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat. 
 

3. Pasal 6A ayat (2) 
Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum 
sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 
 

4. Pasal 27 ayat (1) 
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya. 
 

5. Pasal 28C ayat (2) 
Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan 
haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan 
negaranya. 
 

6. Pasal 28D ayat (1) 
 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 
hukum. 

 
7. Pasal 28D ayat (3) 

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama 
dalam pemerintahan. 
 

8. Pasal 28E ayat (3) 
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan 
mengeluarkan pendapat”. 
 

9. Pasal 28H ayat (2)  
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan”. 
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10. Pasal 28I ayat (2) 
Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar 
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap 
perlakuan yang bersifat diskriminatif. 
 

11. Pasal 28I ayat (4) 
“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. 

12. Pasal 28I ayat (5) 
Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai 
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan 
hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam 
peraturan peundang-undangan. 
 

13. Pasal 28J ayat (1) 
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam 
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. 
 

V. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan UU a quo Bertentangan 
Dengan UUD 1945, karena : 
1. Pemohon mendalilkan Pasal 1 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2)  UUD 

1945 karena menurut Pemohon pengertian partai politik dalam arti tersirat dan dalam 
arti bahasa berarti kelompok kumpulan orang yang berpandangan, berpikir, berkata, 
bersikap, bertindak, serta berbuat dengan bijaksana berdasarkan Pancasila dan UUD 
1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945 merupakan pokok pikiran, landasan roh yang tidak bisa berdiri sendiri dan 
merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pasal dan ayat lainnya UUD 1945 serta 
tidak terlahir berdasarkan semangat privat layaknya coorporated (perusahaan) 
swasta/nasional maupun asing jadi partai politik dan gabungan partai politik 
berdasarkan Pasal 6A ayat (2) merupakan sarana partisipasi politik rakyat yang 
terlahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sehingga mempunyai korelasi 
positif yang tidak saling bertentangan atau mengikat utuh antara pasal dan ayat 
lainnya dalam UUD 1945.  

2. Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945 karena saat dan waktu pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 
sebelum pelaksanaan pemilihan umum (sebelum pemilu legislatif). 

3. Pemohon mendalilkan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan 
Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 karena dalam sistem presidensil di Republik Indonesia, 
Kepala Negara mempunyai kedaulatan yang dijamin berdasarkan legitimasi rakyat. 
Karena presiden dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih melalui lembaga 
perantara (DPR) dan tidak dibatasi oleh institusi parlementarian yang berdasarkan 
kebutuhan partai peserta pemilu melalui fraksi-fraksi DPR. Hasil pemilu yang 
menghasilkan DPR sejatinya tidak emmiliki korelasi secara yuridis, dengan 
pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden  atau dengan kata lain hasil pemilu 
tidak dapat dijadikan alat legitimasi untuk pengusulan Presiden dan Wakil Presiden. 
Pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden haruslah mengacu pada sistem 
presidensil yang meletakkan hak konstitusional pemegang kedaulatan sebagai 
pengusul calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah dijamin dalam Pasal 1 ayat 
(2) dan Pasal 6A ayat (1) UUD 1945. Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 telah 
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melenceng dari sistem ketatanegaraan yang bersifat presidensil sehingga membuat 
pemaknaan ambivalen atau dualisme karena mengalami makna ganda sehingga 
diartikan rancuh dan bertentangan dengan UUD 1945. 

4. Pemohon mendalilkan Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 10  ayat (2), Pasal 10 ayat (3), 
Pasal 10 ayat (4) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2),  Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I 
ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28I ayat (5), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 karena 
hanya menjelaskan tentang hak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden oleh partai 
politik secara kaku dengan memandang partai politik melalui tafsir yang 
menyesatkan dan tidak memiliki kepastian hukum yang akan berdampak deligitimasi 
rakyat yang mengarah pada perpecahan sebagai konsekuensi logis dari 
pertentangannya dengan UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum 
 

VI. PETITUM 
1. Menerima dan mengabulkan permohonan seluruhnya. 
 
2. Menyatakan UU nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 

ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945; 

 
3. Menyatakan UU nomor 42 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 

ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 10 ayat (3), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) 
tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 

 
Atau, apabila Majelis Hakim mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan 
seadil-adilnya. 
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